PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF
LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang a.

Mengingat

1.

WALIKOTA SEMARANG,

bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan Aparatur
Sipil Negara di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang,
maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 48 Tahun 2019
tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Tambahan Penghasilan Pegawai
Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya di Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang perlu ditinjau kembali ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan
Walikota Semarang tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Semarang Nomor 48 Tahun 2019
tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Tambahan Penghasilan Pegawai
Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya di Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta,;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten
Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara
dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahin 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5016);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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20.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagaimana
telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor S5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 83);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 114);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB), (Lembaran Darah Kota Semarang Tahun 2011
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 49);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Hotel (Lembaran Darah Kota Semarang
Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomorl126);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011
tentang Pajak Restoran (Lembaran Darah Kota Semarang
Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 127);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011
tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 128);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Pajak Reklame (Lembaran Darah Kota Semarang
Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 53);
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Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011
tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Darah Kota
Semarang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 54) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak
Penerangan Jalan (Lembaran Darah Kota Semarang Tahun
2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 89);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Darah Kota Semarang
Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 55);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011
tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran
Darah Kota Semarang Tahun 2011Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 56);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011
tentang Pajak Parkir (Lembaran Darah Kota Semarang
Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 57);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Darah Kota
Semarang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 58);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran
Darah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 60);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Semarang (Lembaran Darah Kota Semarang Tahun 2016
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

Peraturan Walikota Semarang Nomor 89 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota
Semarang (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 89);



31.Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2019
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Tahun 2019
Nomor 46);

32. Peraturan Walikota Semarang Nomor 48 Tahun 2019
tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Tambahan Penghasilan Pegawai
Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya di Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Tahun 2019
Nomor 48).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR
48 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN DAN
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Pasal I

Ketentuan Pasal 11 dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 48 Tahun
2019 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan
Objektif Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah
Tahun 2019 Nomor 48) diubah sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Kehadiran dalam pelaksanaan hari kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) dihitung sebagai berikut:

a. tidak hadir mengikuti apel/upacara tanpa keterangan yang sah
dipotong/dikurangi sebesar 1% (satu persen) per hari;

b. cuti alasan penting meliputi menikah, menunggu keluarga yang
sakit, haji, umroh, perjalanan rohani/cuti besar kurang dari 15
(lima belas) hari dipotong/dikurangi sebesar 2,5% (dua setengah
persen) pada bulan berjalan;

c. tidak hadir tanpa keterangan yang sah dipotong/dikurangi sebesar
7,5% (tujuh setengah persen) per hari;

d. tidak masuk untuk keperluan keluarga lebih dari 2 kali
dikurangi/dipotong 1 % (satu persen) per hari;

e. terlambat masuk kerja dipotong/dikurangi 2% (dua persen) per hari;

f. pulang lebih awal dari ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan,
kekurangan jam kerjanya akan dihitung secara kumulatif dan
dikonversikan 5 (lima) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk
kerja dipotong/dikurangi sebesar 5% (lima persen);



(2)

g. ijjin sakit tidak memakai surat dokter dipotong/dikurangi 1 % (satu
persen) per hari ;

h. cuti sakit lebih dari 15 (lima belas) hari sampai dengan 1,5 (satu
setengah) tahun dipotong/dikurangi sebesar 50% (lima puluh
persen).

Dikecualikan dari pemotongan berdasarkan kehadiran dalam
pelaksanaan hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:

a. ijin sakit dengan surat keterangan dokter paling lama 14 (empat
belas) hari dengan ketentuan capaian nilai prestasi kerja tidak
kurang dari 50% (lima puluh persen);

. cuti tahunan;

. cuti bersalin untuk persalinan anak pertama dan kedua;

0 o0 o

. mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat);

¢]

. melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan
melaksanakan tugas kedinasan; dan

f. mengikuti kegiatan Walikota (jalan sehat, kerja bakti dan kegiatan
lainnya);

Pasal II

Peraturan Walikota Semarang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 September 2020

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 64



